PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 16 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMER NTAH NOMCR 209
TAHUN 1961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKI L KETUA
DAN ANGOTAN DPRGR ( LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NQ 250)

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

bahwa di anggap perlu untuk nerubah dan nenanbah Peraturan Penerintah No.
209 tahun 1961 (Lenbaran-Negara tahun 1961 No. 250) tentang Kedudukan
Keuangan Ketua, Weékil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong karena sudah tidak sesuai |agi dengan keadaan:

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

2. Peraturan Penerintah No. 209 tahun 1961 (Lenbaran-Negara tahun 1961
No. 250);

3. Perat uran Presiden No. 26 tahun 1963;

Mendengar :

Musyawar ah antara Vékil Perdana Menteri 1, Menteri Koordi nator Konpartinen
Keuangan, Menteri Penghubung MP.R/DP.R/D P.A dan Kepal a Kantor U usan
Pegawai dengan P npi nan Dewan Perwakil an Rakyat Gotong Royong pada tanggal
15 Maret 1964,

MEMUTUSKAN :

Dengan nmencabut Peraturan Presiden No. 26 tahun 1963 (Lenbar an- Negara tahun
1963 No. 116).

Menet apkan:

Peraturan Presiden tentang Perubahan dan Tanbahan Peraturan Penerintah No.
209 tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Vékil Ketua dan Anggota
Dewan Perwaeki | an Rakyat Got ong Royong (Lenbar an- Negara tahun 1961 No. 250).

Pasal 1.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Penerintah No. 209 tahun 1961 (Lenbaran- Negara
tahun 1961 No. 250) di ubah sehi ngga berbunyi sebagai beri kut:

"D atas gaji tersebut dalamayat 2 pasal ini kepada Ketua Dewan Perwakil an
Rakyat diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan kemahal an nenur ut
Peraturan-peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri Republik
| ndonesi a".

Pasal 11.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Penerintah No. 209 tahun 1961 (Lenbaran- Negara
tahun 1961 No. 250) di ubah sehi ngga berbunyi sebagai beri kut :

"D sanpi ng penghasi | an yang di maksud dal amayat (1) di atas, kepada Anggota
DCewan Perwaekil an Rakyat yang ditunj uk/di angkat sebagai Ketua atau VéKi l



Ketua  Komsi-komsi/Glongan/Panitia Tetap diberikan masing-nasi ng
tunjangan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan Ro.700,- (tujuh ratus
rupi ah) sebul an.

Pasal I11.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Penerintah No. 209 tahun 1961 (Lenbaran- Negara
tahun 1961 No. 250) di ubah sehi ngga berbunyi sebagai beri kut:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diberi tugas ol eh Dewan Perwakil an
Rakyat atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk neninjau atau newakili
Dewan Perwaki |l an Rakyat atau Komsi nendapat uang harian sebesar Rp. 250, -
(dua ratus lima puluh rupiah) sehari dan pengganti an bi aya-bi aya sebagai
beri kut :

a. pengganti an bi aya pengangkut an pul ang- pergi .

b. penggantian biaya penginapan (jika nenginap diluar tenpat
kedudukan/ kedi anan) .
1. nenurut kuitansi hotel, bagi yang nmenginap di hotel,

2 nenurut kuitansi |osnmen ditanbah dengan biaya untuk nakan
sebesar Rp.400,- (enpat ratus rupi ah) sehari,

3. bi aya untuk nakan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sehari
bagi yang tidak nengi nap di hotel /| osnen.

4 bi aya untuk nakan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) sehari
jika bertugas ditenpat kedudukan/kedi anan.

C. pengganti an bi aya kendaraan |okal sebanyak Rp.350,- (tiga ratus lima
puluh rupiah) sehari, apabila ia dalam tugas untuk neninjau atau
newaki | i tidak dapat nenpergunakan kendaraan (nobil) negara’.

Pasal |V.

Pasal 3 ayat (6) huruf a Peraturan Penerintah No. 209 tahun 1961 (Lenbar an-
Negara tahun 1961 No. 250) di ubah sehi ngga berbunyi sebagai berikut:

"selama tinggal di Jakarta untuk nenghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan

Perwaki | an Rakyat ia nendapat pengganti biaya kendaraan |okal sebanyak

Ro 350,- (tiga ratus lina pul uh rupiah) dan penggantian bi aya pengi napan; -
nenurut kui tansi hotel, bagi yang nenginap di hotel;

2. menurut kuitansi |osnen ditanbah bi aya untuk nakan sebesar Rp. 400, -
(enpat ratus rupiah) sehari, bagi yang nenginap di |osnen dengan
ti dak nendapat nakan;

3. sebanyak Rp.500,- (linma ratus rupiah) sehari, jika tidak nenginap di
hot el /| osnen".

Pasal V.

Pasal 3 ayat (7) Peraturan Penerintah No. 209 tahun 1961 (Lenbaran- Negara
tahun 1961 No. 250) di ubah sehi ngga berbunyi sebagai beri kut :

"Anggot a Dewan Perwaki | an Rakyat yang bertenpat tinggal di Jakarta, kecuali

Ketua dan Veékil Ketua selama sidang atau rapat- rapat Dewan Perwakil an

Rakyat nendapat penggantian bi aya pengangkutan dan pengganti an bi aya- bi aya

nenur ut ket ent uan- ket ent uan sebagai beri kut :

a. selama waktu sidang atau rapat-rapat Dewan Perwaekilan Rakyat ia
nendapat penggantian biaya kendaraan |okal sebesar Rp.350,- (tiga



ratus |ima pul uh rupi ah) sehari,

b. selama waktu sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat ia
nendapat penggantian biaya untuk makan sebesar Rp.200,- (dua ratus
rupi ah) sehari,

C. Apabila ia selama sidang tidak datang hadir pada |ebih dari 2 (dua)
hari rapat berturut-turut, maka untuk hari-hari yang lebih dari 2
(dua) hari rapat ia tidak datang hadir itu, kepadanya tidak di berikan
bi aya penggantian bi aya kendaraan |okal dan biaya penggantian biaya
unt uk nakan.

d. apabila ia sel ama sidang tidak sekalipun hadir pada hari-hari rapat,
ia tidak nendapat penggantian bi aya kendaraan | okal dan pengganti an
bi aya unt uk nmakan".

Pasal M.
Terhadap suatu Panitia Khusus yang dibentuk ol eh Dewan Perwakilan Rakyat
berl aku ketentuan-ketentuan nengenai kedudukan keuangan dan biaya
perjal anan suatu Panitia Negara.

Pasal M 1.

Peraturan Presiden ini nulai berlaku pada hari ditetapkannya dan nenpunyai
daya surut sanpai tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, menerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 1964,

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Tt d.
SUKARNQ
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1964.
Sekretari s Negar a,
Tt d.

MOHD, | GHSAN
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